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ABSTRAK

Tujuan penelitian : (1). Untuk mengetahui penddzim Pengadilan Agama
Kelas | A Bengkulu mengenai hubungan keperdatatara anak dengan orang tua
dari perkawinan di bawah tangan menurut Undang-bigddo.1 tahun 1974 tentang
perkawinan. (2).Untuk mengetahui hak-hak terhaadegk dari perkawinan di bawah
tangan. Penelitiaan ini dilakukan secara empigesngempulan data dilakukan dengan
pengumpulan data primer yaitu wawancara mendalam mgEngumpulan data
sekunder vyaitu penelitian kepustakaan. Hasil peaeli: (1) Pendapat hakim
Pengadilan Agama Kelas | A Bengkulu mengenai huanrigperdataan antara anak
dengan orang tua dari perkawinan di bawah tangamurae UU No.1 tahun 1974
tentang Perkawinan, bahwa anak yang dilahirkan glkawinan di bawah tangan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunyakelaarga ibunya karena
perkawinan di bawah tangan tidak sah secara hulasiifp (2) Hak-hak anak dari
perkawinan di bawah tangamahwa nikah dibawah tangan tersebut tidak sah
berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentarkgWinan pada Pasal 2 ayat
2 yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat mehuperaturan perundang-
undangan yang berlaku maka anak tersebut tidak lkemmak apapun dari ayah
biologisnya, namun pasca keluarnya Putusan MK N&PW4U/2010 terhadap
persoalan anak dari perkawinan di bawah tangananaalk hasil perkawinan di
bawah tangan mendapatkan hak-hak keperdataan yddrikaologisnya, antara lain

biaya hidup, akta lahir, perwalian, hingga warisan.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar MMedrepublik

Indonesia 1945 menjelaskan bahwa : “Negara Indaragalah negara hukum?”.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas bahwa wargardléndonesia adalah
negara yang berdasarkan atas hukum, hukum diteampatbagai satu-satunya
aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbanggn bernegara

(supremacy of lap*

Salah satu hukum yang mengatur kehidupan masyahattahesia adalah
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawioatuk selanjutnya
disebut dengan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawibdentuknya UU No.1
tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan tujuan sehbagaidijelaskan pada Pasal

1 tentang Perkawinan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seopsiagdan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk lgduatau rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Y aig Esa.

Dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan menurutteéidebut adalah untuk
mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan ¥amg Esa. Agar tujuan

perkawinan tersebut sesuai dengan apa yang ditatean dalam UU No.1 tahun

! H. Kaelan, 2007Pendidikan Kewarganegaraar¥ogyakarta: Paradigmajm. 88.



1974 tersebut. Maka taca cara pelaksanaan perkaweras sejalan dengan UU

No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengaturan tata cara pelaksanaan perkawinan diaam Pasal 2 UU No.1

tahun 1974 tentang Perkawian yaitu:

1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurutrhukasing-masing
agama dan kepercayaannya itu.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peang-undangan
yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) di atas, diketahuvéaebuah perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masagifig agamanya dan
kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa suatu perkawitelah memenuhi syarat
dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanaklbagi umat Islam) atau
pendeta/pastur bagi non muslim yang telah melaksanpemberkatan atau ritual
lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah teautdi mata agama dan
kepercayaan masyarakat.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah ‘akad’ (pelak antara wali

wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. dAkdkah itu harus

diucapakan oleh wali si wanita dengan jelas berjgta(serah) dan terima

(kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan diapan dua orang saksi

yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka gweirkan tidak sah,

karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammady&agvdiriwayatkan

Ahmad yang menyatakan “tidak sah nikah kecuali dengali dan dua saksi

yang adil”?

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk merhekabutuhan hidup

jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuknimeatuk keluarga dan

memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjaldupnya di dunia ini,

2 Hilman Hadikusuma, 200Hukum Perkawinan IndonesiBandung: Mandar Maju, him. 10.



juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenath@arketenteraman jiwa bagi
yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan na&ksyar

Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama danrkapaan masyarakat
perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hakétentuannya terdapat pada
Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tentang pencapse@@winan.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halleyggan pencatatan
peristiwa-peristiwva penting dalam kehidupan sesepranisalnya kelahiran,
kematian yang dinyatakan dalam surat-surat ketargnguatu akta resmi yang
juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Lebih lanjut tata cara pencatatan perkawinan dilakan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal @uRerd&emerintah Nomor 9
tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1874intuk selanjutnya
disebut PP No. 9 tahun 1975, antara lain setiapgoyang akan melangsungkan
perkawinan memberitahukan secara lisan atau terteincana perkawinannya
kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akangdungkan, selambat-
lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangkan. Kemudian pegawai
pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawiglah tlipenuhi dan apakah tidak
terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarabgreiahuan serta tidak
ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, peg@eacatat mengumumkan

dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahiiahendak

% Mohd. Idris Ramulyo, 19964ukum perkawinan IslamJakarta: Bumi Aksara, him. 26.

4 bid, him. 56.



melangsungkan perkawinan dengan cara menempelpgmgttmuman pada suatu
tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibacauobeim.

Namun, pada perkembangan kehidupan di masyarakandsia, dikenal
istilah perkawinan di bawah tangan. Istilah perkeami di bawah tangan
merupakan perkawinan yang hanya mendasarkan padanhislam saja, tanpa
mengindahkan peraturan hukum positif Indonesia. ydalg membedakan antara
perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dengan mpérikean menurut hukum
islam adalah bahwa menurut UU No. 1 tahun 1974&gwénan harus dilakukan di
hadapan petugas pencatat perkawinan: sedangkan peadawinan yang
mendasarkan pada hukum Islam, cukup dilakukan dapen ulama atau tokoh
agama perkawinan.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, meBagit Manan, adalah
untuk menjamin ketertiban hukumleggal Order) yang berfungsi sebagai
instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, disegrgalah satu alat bukti
perkawinarr

Perkawinan yang telah melalui pencatatan adanyasiatmatan bagi umum,
artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya, tidédkcehkan. Sebab menurut
hukum positif Indonesia, perkawinan di bawah tangan tidak diakui sama
sekali. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hulhanya jika dicatat oleh
petugas yang ditunjuk. Jadi, di dalam struktur Karntrusan Agama itu ada

Petugas Pencatatan Nikah (PPN) yang kita sebutpéng

® Neng Djubaidah, 201Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatenurut Hukum
Tertulis di Indonesia dan Hukum IsladakartaSinar Garfika, him. 159.



Berdasarkan hasil prapenelitian penulisi lakukarKdia Bengkulu dalam
kurun waktu 3 tahun terkhir telah terjadi perkawirk bawah tangan sebanyak 10
kali di Kecamatan Muara Bangkahulu. Pernikahan rsepe yang dinyatakan
sebagai perkawinan di bawah tangan atau nikah tydak tercatat. Dengan tidak
diakuinya perkawinan di bawah tangan dalam UU Notallun 1974, maka
perkawinan di bawah tangan dianggap tidak sah méeomdang-undang. Kondisi
demikian tentunya menimbulkan permasalahan-periaa@a) khususnya
mengenai kedudukan hukum anak yang dihasilkan perkawinan di bawah
tangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pEetautarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut dan menuliskannya ke dathuah skripsi yang berjudul:
“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas | A Bengkulu Mengenai
Hubungan Keperdataan Antara Anak Dengan Orang Tua @ri Perkawinan
Bawah Tangan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974Tentang
Perkawinan”.

. Rumusan Masalah

Berdasarakan uraian latarbelakang di atas maka yeemgadi permaslahan
dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama KelaBdmgkulu mengenai
hubungan keperdataan antara anak dengan oran@riupetkawinan bawah
tangan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tgmgarkawinan?

2. Apa saja hak-hak anak dari perkawinan di bawahatarrg



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a) Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan AgaméskKé A
Bengkulu mengenai hubungan keperdataan antarademajan orang tua
dari perkawinan di bawah tangan menurut Undang-bgddo.1 tahun

1974 tentang perkawinan

b) Untuk mengetahui hak-hak terhadap anak dari peneawdi bawah

tangan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini alapnemberikan
sumbangarmpemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan
khususnya Hukum perdata Islam.

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengdbahan
referensi bagi pemerintah daerah, khususnya yangitstkdengan
status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tanga

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perkawinan SecardJmum

Perkawinan atau (kawin) menurut arti asli ialah hghan
seksual tetapi menurut arti majazndthapori¢ atau arti hukum ialah
akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan sekslagai suami

isteri antara seorang pria dengan seorang wahita.

® Mohd. Idris RamulyoQp.Cit, him. 1.



Perkawinan adalah pembentukan manusia susila kanemapakan
suatu asas yang utama dalam pergaulan atau nalestyayang beradab
yang menjadikan laki-laki dan perempuan jauh dari peent perbuatan
yang terkutuk atau dilarang agafa.

UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan tujuagagsemana
dijelaskan pada Pasal 1 tentang Perkawinan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pnigetaang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk gelwdau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhéng
Maha Esa.

Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di manayasia
pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawin
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama#keaol)
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahidjasm
tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yaenfing.
Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya menga
keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, peanaén,
dan pendidikan menjadi hak dan kewajiabn oran§ tua.

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah samgad
persetujuan-persetujuan yang lain, misalnya : persaiujual beli,
sewa menyewa, tukar-menukar dan lain-lain. Jika sgorgang
hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau
mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya waaisan,
maka ada kalanya diadakan perjanjian perkawinan. Fanarjang
demikian ini menurut Undang- undang harus diadakaebelumnya
pernikahan dilangsungkan dan hawmlitetakkan dalam suatu akte
notaris’

! Wuryantoro , Pengertian Perkawinan dan Tujuan  &wrian,
http://infowuryantoro.blogspot.compengertian-perksam-dan-tujuan-perkawinadiakses pada 10
juni 2013, Pukul 23.00 WIB

® Neng Djubaidah, 201@p,Cit, him. 212.

° Subekti, 1978.Pokok-pokok Hukum PerdatRT. Intermasa, Jakarta: him. 31.



Kalau seorang perempuan dan seorang lakifekkata sepakat
untuk melakukan perkawinan satu sama lainbigiarti mereka saling
berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukurg garlaku mengenai
kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dsndah hidup
bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan caémyarakat dari
anak-anak keturunan mereka, sesuai dengan tujuan weaka yaitu
membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia d&al keerdasarkan
Ketuhanan Yang Maha E$%.

Dalam pengertian perkawinan dijumpai 3 (tiga) unsenting,
yaitu:*

a. Unsur Hukum,
b. Unsur Sosial, dan
c. Unsur Agama.

2. Tinjauan Tentang Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa Arab ialah nikah, menurataty
hakekat perkawinan ialah agar antara calon suami dan seri
membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.ahNik
menurut bahasa Arab berarti suatu agad yang denganeggdi
halal hubungan seksual antara pria dengan wanitdangkan
menurut arti lain ialah bersetubuh, demikian menumaizhab
syafi'i. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi nikah menanti
aslinya ialah bersetubuh (hubungan seksual), sedangienurut
arti  majazi (methapori¢ adalah agad yang dengannya
menghalalkan hubungan kelamin antara seorang prisse@mang

10 k. Wantjik Saleh, 1982Hukum Perkawinan Indonesidakarta: PT Raja Grafindo
Persada, himl4

1 Mohd. Idris Ramulyolo.Cit.



wanital?

Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian damgk@ian
perkataan perkawinan di dalam Al-Quran dan Hadmgka nikah
dalam arti lebih tepat dan banyak dipakai dengarbarsetubuh.

Persoalan nikah adalah persoalan manusia yang baeghkya,
mencakup segi seluruh kehidupan, juga menimbulkan sieratau
perselisihan. Karena itu, adanya kepastian hukuhwaatelah terjadi
suatu agad (perjanjian pernikahan) mudah untuk diketddwi mudah
untuk dibuktikan apabila terjadi suatu yang tidak diingimk
sedangkankalau telah terjadi suatu persetubuhan agak sulit untuk
mengetahuinya atau membuktikannya. Demikian pulandAlaQur’an
dan Hadist, perkataan nikah pada umumnya diartikagade perjanjian
atau perikatan, sebagaimana firman Allah Swt. Dalar@Q'an Surat
An-Nisa’ ayat (21) yang artinya: “Dan mereka isteteisnu telah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. Dalam Ha#llabi Saw.
Dari Fatimah bin Qais bahwasanya Nabi Saw bers&egadanya,
yang artinya : “Kawinlah dengan Usamah” (Hadist Riatayluslim).

Tegasnya, perkawinan adalah suatu agad atau erikattuk
menghalakan hubungan biologis antara laki-laBhg&n perempuan
dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup kedugemg diliputi

rasa ketentraman serta kasih sayang dengan caa diadhoi
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Allah Swit.

b. Tujuan Perkawinan
Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhitaumtu
hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-kkipgrempuan
dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahaggadedasar
cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh ketururang gah dalam
masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yelap diatur
oleh syari'ahTujuan perkawinan adalah sebagai berikii:

1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melsrgikan
keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa
manusia.

2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.

3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yangjade
basis pertama dari masyarakat yang besar di aaar d
kecintaan dan kasih sayang.

5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki
penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tagmggun
jawab.

c. Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam

Prinsip-prinsip dalam perkawinan adalah sebagai beffku

1) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-prfang
mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan pegama
terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak
setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

2) Tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang pria satbab
ketentuan larangan-larangan perkawinan antara ok
wanita yang harus diindahkan.

13 H. zainudidin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesidakarta: Sinar Grafika, him.
34.

Y1bid. him. 7.
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3) Perkawinan  harus  dilaksanakan  dengan  memenuhi
persyararatan-persyaratan tertentu, baik yang mehkyang
kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan
pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu
keluarga/rumah tangga yang tenteram, damai dan keitak
selama-lamanya.

5) Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbala¢am
rumah tangga, di mana tanggung jawab pimpinan keluzdga
pada suami.

d. Rukun dan Syarat Perkawinan

Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbeddaam
pengertian. Yang dimaksud dengan rukun darkgwénan adalah
hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanksh ssatu rukun,
perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan dingksud
dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dakenkawinan tetapi
tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri, imjga syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rularkagvinan itu.
Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah:

1) Pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinéo ya
mempelai pria dan mempelai perempuan,

2) Wali,

3) Saksi, dan

4) Akad Nikah.

Pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan,u yait

mempelai pria dan mempelai wanita harus memenuhi tsygasat
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tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan miesgchukumnya.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

a) Telahbaligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna.

b) Berakal sehat.

c) Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan &esain

kedua belah pihak.
d) Wanita yang hendak dinikahi oleh seorang pria bukan
termasuk salah satu macam wanita yang haram untuladinik

Adapun wanita yang haram untuk dikawini ada (empat)
macam, yaitu®®

1) Karena hubungan darah.

2) Karena hubungan sususan.

3) Karena hubungan semenda.

4) Karena sumpah’an.

e. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Di dalam Al-Qu’ran dan Hadist Nabi banyak sekali amuuatuk
melaksanakan perkawinan, di antaranya adalah sebeagkutb Dalam
Al-Qu’ran surat An-Nahl ayat 72, artinya lebih kurangAllah
menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kareodsi (jenis
manusia) dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamuaiak-anak
dan cucu-cucu”. Kemudian dalam Al-Qu’ran surat Asyi8w ayat 11,
yang artinya: “(Dia) mencipta langit dan bumi, (Dia) naslkan bagi

kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dimn jenis

5 Mohd. Idris RamulyoQOp, Cit.him. 34.
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binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nyamu
berkembang biak dengan jalan itu”. Serta Al-Qurarasér-Ruum ayat
21, yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuablyan ialah (Dia)
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendupaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan ikaijagia di
antaramu rasa kasih sayang”.

Selanjutnya dalam Al-Qur'an surat An-uur ayat 32nga
artinya: “Dan kawin lah orang-orang yang sendiriamamtiara kamu, dan
orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamshhayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempdita. mereka
miskin Allah akan memampukan mereka dengan niaya. Dan
Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha meatgst.

Kemudian di dalam Hadist, Rasulullah Saw, bersabdaai “
pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu di antara lszma
berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin, kasssangguhnya
perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap yang tidak
halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaanwatalBarang
siapa yang tidak mampu kawin, hendaklah dia puasan&adengan
puasa hawa nafsunya terhadap wanita akan berkuréidgdist

Riwayat Bukhari dan Muslim).
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Dengan melihat keadaan masing-masing orang yhegdak
melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya tdapnjadi :

sunnah, wajib, makruh, dan haraf.

1) Perkawinan Sunnah
Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang
dilihat dari segi jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk
kawin, dan dari segi materi telah mempunyai sekedayabi
hidup, maka bagi orang yang demikian sunnah baginyakun
kawin. Kalau dia kawin akan mendapat pahala sedaguk
tidak kawin dia tidak berdosa dan tidak mendapat agpa-a

2) Perkawinan Wajib
Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang
dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dagi se
jasmaninya sudah mendesak untuk kawin dia akan uerjes
melakukan penyelewengan, kalau dia kawin akan mextdap
pahala, sedangkan kalau tidak ia akan berdosa.
3) Perkawinan Makruh
Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang
yang dipandang dari segi jasmaniahnya sudah wajar untuk
kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya keshim
ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsaradlap h
isteri dan anak-anaknya, kalau ia kawin dia tidak berdtzsa
tidak mendapat pahala, tetapi kalau tidak kawin dia akan
mendapat pahala.
4) Perkawinan Haram
Perkawinan hukumnya menjadi haram, apabila seseorang
yang mengawini perempuan hanya dengan maksud
menganiayanya atau memperolok-oloknya.

f. Perkawinan yang Terlarang

Perkawinan yang menyimpang dari tujuan yang nditden
adalah perkawinan yang mempunyai tujuan antara lainyahamtuk
memuaskan hawa nafsu saja, bukan untuk melanjugdamukan, tidak
bermaksud untuk membentuk rumah tangga yang damabdhagia,
dan tidak dimaksudkan untuk selama-lamanya tetapi hamyak u
sementara saja. Beberapa perkawinan yang dilarafgagama Islam

8 pid, him. 21.
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ialah:™’

1) Larangan perkawinan karena berlainan agama;

2) Larangan perkawinan karena hubungan darah yangniesia
dekat;

3) Larangan perkawinan karena hubungan susunan;

4) Larangan perkawinan karena hubungan semenda;

5) Larangan perkawinan poliandri;

6) Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an:

7) Larangan perkawinan (menikahi) wanita/pria pezina;

8) Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wdeta$
isteri yang di talak tiga);

9) Larangan kawin bagi pria yang telah beristeri empat.

g. Anak yang Lahir dari Perkawinan Menurut Hukum Islam
1) Pembuktian asal usul anak
Anak yang sah menurut Hukum Islam adalah anak yang
dilahirkan melalui pernikahan atau perkawinan yang sahakA
tersebut akan mendapatkan hak sama dari kedua twanga yang
melakukan perkawinan tersebut. Kalau suatu perkawyaag tidak
memenuhi rukun dan syarat dalam suatu perkawinankama
perkawinan yang dilakukan tidak sah, dan anak yalafpickan dari
suatu perkawinan yang tidak sah tersebut, menurututdulslam
dianggap anak yang tidak sah.
Sebagaimana dinyatakan dalam Hadist Nabi yang berbunyi
lebih kurang sebagai berikut: Dari Abu Hurairah, iakb&a
bahwa Rasulullah Saw bersabda, yang artinya : Anak itu
haknya orang yang setempat tidur dan bagi orang pargna
tidak ada apapun. Dalam keterangan lainnya juga ulikai
mengenai Hadist di atagdalah: anak itu milik suami

ibunya (bapak), sedangkan bagzinah itu adalah hukum
rajam dan anak yang dilahirkan dari hasil perzinaanidak

7 bid , him. 35.
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mempunyai asateturunan'®

Jadi yang dimaksud dengan Hadist di atas adalah apabil
seorang isterinya berzinah dengan laki-laki |@mkdian hamil,
maka bayi yang dikandungnya itu adalah haknya suamg yah
tersebut meskipun ternyata anak yang dilahirkan ituhlehirip
dengan laki-laki yang menzinai ibunya.

Kemudian dalam Hadist lainnya yang berbunyi sebagakiie
yang artinya: Dari Aisyah, ia berkata: Sa’adh #bi Wagasdan
Abd bin Za’'mah mengadu kepada Rasulullah, sesunggusaudara
laki-lakinya Utbah Abi Waqgas ini telah menyatakanpd@a saya
bahwa sesungguhnya ia adalah anak Abi Waqas perHatikan
keserupaannya. Abd bin Zam’ah berkata: ini saudakaldkiku ya
Rasulullah, ia dilahirkan di atas tempat tidur ayahnyam#dian
Rasulullah Saw, memperhatikan keserupaannya lalumielihat
keserupaan yang jelas dengan Utbah, kemudian =alida: dia itu,
bagimu (saudaramu) hai Abd bin Zam'ah (sebalak atu haknya
(orang yang) setempat tidur dan bagi orang yang maintdak
ada hak apapun dengan engkau Saudah bin Zama'aipbkh dari
dia. Sa’ad berkata: maka anak itu sama sekali tidakapemmelihat

Saudah.

1 4. M. Nurul irfan, 2012Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Isldakarata:
Paragonatama Jaya, him. 32.
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Para ulama mengatakan, ibu melahirkan adakam keadaan
sempurna sekurang-kurangnya setelahenambubmgdingkan agad
nikah dan telah terjadi hubungan suami isteri. Pendapaberasal
dari pendapat Ibnu Abbas yang berdasarkan Al-Quramukian
pendapat ini dibenarkan Khalifah Utsman bin Affan.

2) Memelihara anak
Memelihara anak dalam Hukum Islam disebut dengan
hadhanah.Pemeliharaan anak hukumnya wajib, ibu adalah orang
yang paling berhak untuk memelihara anaknya, halébhagaimana
terjadi pada zaman Rasulullah Saw yang mana seoranggaa
diceraikan suaminya. Perempuan itu mengadu Rasulullalb&awa
dirinyalah yang mengandungnya, dan dipangkuannyalahmpae
duduknya, serta susunyalah tempat minumnya. Kemuwiahnya
akan mengambilnya dariku. Seperti keterangawlish&erikut :
“bahwa sesungguhnya pernah seorang perempuan dataramya:
ya Rasulullah Saw, sesungguhnya anakku ini, perutkylahg
menjadi tempatnya, pangkuankulah yang menjadi terbpataung
dan susukulah yang menjadi tempat air minumnya, sedangka
ayahnya bermaksud melepaskan dariku”.
3) Penolakan anak
Kadang kala suami menolak terhadap anak yang dikendu

oleh isterinya, misalnya suami menuduh isterinya berzitemhanak
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yang dikandung oleh isterinya tersebut tidaku ia mengakui
sebagai anaknya, maka dalam hal ini kedua suami i&esebut
dapat dilaksanakan sumpkian.

Dengan demikian, jika suami menyangkal anaknya dan
penyangkalan ini sempurna dengan sumpah li'an, nieausliah
hubungan nasab antara anak dengan bapaknya danwajdk ia
memberi nafkah kepadanya, hapuslah hak sativegvarisi, dan
anak tersebut hanya dihubungkan kepada ibunya aedia dan ibu
dapat saling mewarisi. Sebagaimana dinyatakan olehstlading
artinya : Dari Naif bin Ibnu Umar, bahwa sesungguhaga seorang
laki-laki yang menuduh isterinya (berzina) dan tidak naénganak
yang dilahirkan isterinya, kemudian Rasulullah Saw, metilczn
antara keduanya dan menghubungkan anak tersebutakiquexya.

3. Tinjauan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan .
a. Pengertian dan TujuanPerkawinan
Dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 mencakup rumusan
perkawinan sekaligus mencakup tujuannya.ngkeapnya adalah
sebagai berikut: "perkawinan adalah ikatan lahir batitara seorang
pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengaantmembentuk

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal kemicas Ketuhanan
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Yang Maha Es®

Jadi menurut Undang-undang perkawinan tersebut, per&awin
ialah ikatan antara seorang pria dengan seorangayayang berarti
perkawinan sama dengan perikatan.

Dengan Penjelasan UU No. 1 tahun 1974 di atas dijelaskan
bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila i sia
pertamanya: Ketuhanan Yang Maha Esa, maka \etka
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agansu at
kepercayaansehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir
atau jasmani, tetapi batin atau rohani juga mempunyai @e@enting.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungameyegan
keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinamepkaraan dan
pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

b. Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan medur No.
1 tahun 1974, disebutkan di dalam penjelasan umum seiEdait>°
1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yangdiah
dan kekal. Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu
dan melengkapi agar masing-masing dapat mengemdangk

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraanaip
dan material.

19 Neng Djubaidahl.oc.Cit.

20 D.Y Witanto, 2012Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kadakarta:
Prestasi Pustaka, , him. 134.
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2) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurktirhu
masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu,ddan
samping itu tiap- tiap perkawinan dicatat mehuperaturan
perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan #pp-ti
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatastiypa-
peristiva penting dalam kehidupan seseorang.

3) Menurut asas monogami. Hanya apabila dikehendéeh
yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang
bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapastdre
lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinagorang
suami dengan lebih dari seorang isteri meskipahitu
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutany&adapat
dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyarétaentu dan
diputuskan oleh Pengadilan.

4) Calon suami isteri itu harus telah matang jiwa nggauntuk
dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanperakhir
pada perceraian dan mendapat keturunan yangibaikehat.
Berkaitan dengan itu, maka Undang-undang ini merkaumt
batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagnita,
lalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

5) Mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memung&imk
perceraian harus ada alasan-alasan tertentu seus dilakukan
di depan sidang Pengadilan.

6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang,gatenhak
dan kedudukan suami baik dalam kehidupan runsaigga
maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan
demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dngkah dan
diputuskan bersama oleh suami isteri.

c. Anak yang Lahir dari Perkawinan Menuut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974
1) Pembuktian Asal UsulAnak
Menurut UU No. 1 tahun 1974likatakan bahwa, untuk
mengetahui asal usul anak adalah dapat dibuktikdaluhe@danya
akte kelahiran. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 55 g3t (2) dan

(3), yang menyatakan: Asal usul seorang anakahal@apat
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dibuktikan dengan akte kelahiran yang otenydng dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang (Ayat (1)). Bila akte kelahiresetrit tidak
ada, maka pengadilan dapatmengeluarkan penetap@mgeasal usul
sorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang helilasarkan
bukti-bukti yang memenuhi syarat (ayat (2)). Atasaddsetentuan
pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahirag gda di
dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan ehoamigan
akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan (Ayat (3)

Dengan demikian untuk mengetahui asal usul seorawads a
menurut UU No. 1 tahun 1974 harus dibuktikan derg@enya akte
kelahiran dari masing-masing anak atas dasar ketentugum
pengadilan yang bersangkutan.

2) Pemeliharaan Anak

DalamUU No. 1tahun1974 yang berkewajiban memelibaek
adalah kedua orang tuanya. Hal ini dinyatakan dalesalP45 ayat
(1) UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan sebdgaikut
“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik aaradk mereka

sebaik-baiknya”.

Dari Pasal 45 ini dinyatakan bahwa yang paling diutamak
untuk memelihara anaknya adalah kedua orang tu&w®j@ab, apabila
anak dipelihara oleh kedua orang tuanya dengan dmikhgga apa

yang diharapkan atau dicita-citakan dapat dipegiamg jawabkan.
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Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 tahf9i4,
menyatakan sebagai berikut: "Kewajiban oramog@ yang dimaksud
dalam ayat (1) Pasal 45 ini berlaku sampai anak awirk atau
dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terusskipen
perkawinan antara kedua orang tua putdgdi kewajiban
orang tua memelihara dan mendidik anak-anak sameeeka kawin
dan dapat berdiri sendiri. Hal ini juga berarti walaugmak sudah
kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendasih tetap

merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak.

3) PenolakanAnak

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 44 ayatdél) (2)
yang berbunyi sebagai berikut : "Seorang suamiapatd
menyangkal sahnya anak yang dilahirkan  olehingte
bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telakirmerdan
anak itu akibat dari perzinaan tersebut (ayat (1))ngRéilan
memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atasinpsan
pihak yang berkepentingan” (ayat (2)). Jadi, menuagaPdi atas,
suami dapat menyangkal terhadap anak yang dilaholeh isterinya
bila suami mendapatkan bukti-bukti bahwa isterinyaab&enar
melakukan zina, dan suami harus membuktikan tudyarke
pengadilan, dan terhadap pengaduan suami tersebgadgitan akan

memutuskan sah atau tidaknya anak tersebut.
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Apabila di dalam pengadilan dapaibuktikan bahwa, anak
yang dilahirkan oleh isterinya adalah benar-benak azina, maka
anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdagmauclébunya.
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) yamyatakan
sebagai berikut: "Anak yang dilahirkan di luar perkaawin hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya daargelubunya.

Pasca keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 Terhadap
Persoalan Anak Luar Kawin. Pasal 43 ayat (1) UU Natiun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonéakaun
1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik nesia
Nomor 3019). tidak memiliki kekuatan hukum mengikatasgang
dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan d&kiytang
dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan darolegindan
/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunydiuhgan
darah sebagai ayahnya, Sehingga ayat tersebut harmsadiBnak
yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungendata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta denganldiikisebagai
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengatadan
teknologi dan/ alat bukti lain menurut hukum mempunydumgan
darah, termasuk hubungan perdata dengan keluaaaygy'>*

4) Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974
Dalam PP No. 9 tahun 1975, Pasal 2 dinyatakan bahwa :

a) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melaggaon
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukareh ol
Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam nghhda
Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang PencatatamhNik
Talak dan Rujuk.

b) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinan menurut agamanya dan Kkepercayaanmnya it
selain agamalslam, dilakukan olen Pegawai Pencatat
Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dudaks

21 D.Y Witanto,Op.Cit,him. 216.
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dalam berbagai perundang-undangan mengepancatatan
perkawinan.

c) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan  yang
khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan
berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatra
pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tafién 19
Berdasarkan Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 di atas|afelas
bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama
Islam ialah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah
(PPN). Sedangkan bagi orang yang beragamauai |
Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan
pada Kantor Catatan Sipil.

5) Pelaksanaan PencatatafPerkawinan

Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dengson.PP
9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama NomodaB 4 tahun
1975 Bab Il Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 tahurbl®éncatatan
perkawinan dari mereka yang melangsungkannya mergama
Islam dilakukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksdalam
Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang dPatan Nikah,
Talak dan Rujuk.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan perkawinan iahulid
dengan kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukaneh calon
mempelai maupun oleh Pegawai Pencatatan Perkawinamn Cal
mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahkddaendak
melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatataawiei.

Selanjutnya Pegawai tersebut meneliti apakah sygaadis

perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdap#ndan
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menurut Undang-undang. Apabila ternyata daasil penelitian itu
terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi sygaiedt yang
diperlukan, maka keadaan itu segera diberitahidegada calon
mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnymabila
pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhitsya
syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangawk katvin,
maka pegawai pencatat membuat pengumuman tentang jtemiom

kehendak melangsungkan perkawinan.

Pengertian Perkawinan Di BawahTangan (Sirri).

Mengenai pengertian perkawinan di bawah tangan magilyaka
orang awam yang belum mengerti dan paham. hMada yang
beranggapan bahwa perkawinan di bawah tangan itu adidiap bersama
tanpa nikah ata8amen levealias kumpul kebo.

Bentuk perkawinan ini timbul dan berkembang secaran-dimm
pada sebagian masyarakat Indonesia, karerekenberusaha menghindari
diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan wieda menurut UU
No. 1 tahun 1974, yang birokratis dan rumit serta lamagurusnya. Untuk
itu, mereka menempuh cara sendiri yang tidakebg&ngan dengan
Hukum Islam. Dalam ilmu hukum, cara seperti ini dikedahgan istilah
"Penyelundupan Hukum” yaitu suatu cara menghindaridgiri persyaratan
hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Peratyeary berlaku

dengan tujuan perbuatan tersebut. Dapat menghindaskatu akibat
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hukum yang tidak dikehenda&tau untuk mewujudkan suatu akibat hukum

yang dikehendaki.

Istilah perkawinan di bawah tangan yang dikenal olesyarakat
Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakideargan memenuhi
rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidakukan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi penferiatau
perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan mgabagi yang
beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tiga&gama Islam,
sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluark&merintah.
Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat dlkesebagai
perkawinan di bawah tangan.

Kenyataannya dalam masyarakat kita masih sering tgraklawinan
di bawah tangan. Namun, yang dimaksud perkawinaiagvah tangan
dalam pengertian ini adalah perkawinan yang sah meragama, tetapi
tidak sah menurut undang-undang. Keragaman intagire mengenai
perkawinan bawah tangan bermula dari adanyanisiefyang berbeda.

Sedangkan Mahmud Syaltut dalam kitabnya Al-Fatawa merpmtak
bahwa az-zawaj as-sirri merupakan nikah yang tidak menghadirkan
saksi, tanpa pengumuman (I'lan), serta tanpa pennatatani meskipun
pasangan tetap berlangsung dalam status perkawaram tgrsembunyt

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, perkawinarbaivah tangan

22 Burhanuddin S, 201Mikah Sirri (MenjawabSemua Pertanyaan tentang Nikah Sirri)
Yogyakarta : Pustaka Yusitisia. hinl7.
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adalah perkawinan yang tidak dipublikasikan meskipun telah
dipersaksikan. Namun dalam hal ini, keberadaan deksp dimintakan
untuk tidak menyebarluaskan perkawinan di bawah tatgaebut kepada
khalayak umunf? Istilah perkawinan di bawah tangan yang berkembang
selama ini sering disebut nikah sirri, yaitu bentuk pemkan yang telah
memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syari'atkim@s tanpa
dilakukan pencatatan secara resmi di Kantor UrusanmAgdKUA).
Meskipun Perkawinan di bawah tangan menurut  pengertiani
memungkinkan sah secara syari’at, namun secdmanistratif
perkawinan semacam tersebut tetap tidak mendapatiagakuan dari
penguasa/pemerintah.

Karena itu, segala akibat yang timbul dari perkawireamah tangan
itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum. Berdasaplenjelasan di
atas, lingkup pengertian perkawinan bawah tangan dalgdtat dari
berbagai macam sudut pandang. Kecenderungarfygahamemaknai
perkawinan di bawah tangan terkait dengan ketidhidra saksi. Berbeda
dengan pengertian yang berkembang saat ini yang manadrkawinan di
bawah tangan hanya sebatas perkawinan yang dilakuteanpa
sepengetahuan petugas pencatat nikah dari kantortUAgama (KUA),

sehingga tidak mempunyai bukti surat nikah. Apabitangy dimaksud

z Ahmadrajafi, Nikah Di Bawah Tangan,

http://www.hidayatullah.com/read/23045/07/06/201&dxhab-maliki-dan-as sunnah.html, di
akses pada tanggal 11 Juni 2013, Pukul 22.00 WIB.

24 Burhanuddin SQp.Cit, him. 17.
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perkawinan di bawah tangan itu meliputi perkawitampa menghadirkan
saksi sebagai salah satu syarat rukun perkawimaaka dengan
sendirinya perkawinan itu dapat dikatakan batal derkuim Akibatnya,
apabila  perkawinan di bawah tangan yang batél tetap
dipaksakan sama artinya dengan melegalkan perzinaan.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris, yaitu liere
hukum yang mempergunakan data priflerData primer diperoleh
langsung dari sumber pertama, menyatakan perilaku waagyarakat,
melalui penelitiarf® Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agares KeA
Bengkulu mengenai hubungan keperdataan antara angkrdenang tua
dari nikah bawah tangan menurut UU No.1 tahun 1974 datuk
mengetahui apa saja hak-hak terhadap anak dari peddvdinbawah
tangan. berdasarkan sampel yang penulis tentukan dategtitipe.
2. Lokasi Penelitian
Berdasarkan judul penelitian dan rumusan permasalahaka m
penelitian ini dilakukan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas Hekxgan

alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

% Data primer adalah data yang diperoleh langsurmi réaponden. Ronny Hanitijo
Soemitro, 1990Metode Penelitian Hukum dan Jurimetrakarta: Ghalia Indonesia, him. 10.

% Soerjono Soekanto,1986, Pengatar Penelitian HuRtakarta: Ul-Press, him. 11.
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a. Bahwa fenomena perkawinan di bawah tangan terjadi di
Bengkuly sehingga penulis tertarik untuk melakukan peiaelit
ini.

b. Bahwa dari segi tempat atau lokasi penelitian barada di
wilayah Kota Bengkulu, sehingga lebih mempermudahups
dalam memperoleh data penelitian apabila terjadiutengan
data.

3. Metode Penentuan Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyekadewiri
yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orangal@idup atau
mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempatgahn sifat atau ciri
yang sama’ Adapun yang menjadi populasi penelitian dalanadglah
seluruh pegawai Pengadilan Agama Bengkulu Kelas daa seluruh
pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan.
b. Sampel Penelitian
Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalatposive
sampling yaitu sampel yang sengaja dipilih karena ada odhldan
tujuan tertentu yang dianggap dapat mewakili papulaecara
keseluruhan. Dalam menentukan sampel sebagai m@spodalam

penelitian ini yang menggunakgiurposive yaitu sampel ditentukan

%" Bambang Sunggono, 199Wletode Penelitian Hukumlakarta: PT RajaGrafindo
Persada, him. 118.
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terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampresponden
dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukamamga dapat
mewakili populasi penelitian. Berdasarkan kriteagesebut, maka yang
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :
1) 5 (orang) Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A
yaitu:
a. Kamal Muktar.
b. Kamardi.
c. Helmi.
d. Rozali.
e. A. Sapuan.
2) 3 Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah nanga
yaitu:
a. Putra dan Lintang.
b. Novan dan Lena.
c. Rahmat dan Linda.
d. Igbal dan Yenri.
e. Yanto Akbar dan Sulis.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperolelelalui penelitian
lapangan fleld research yang dilakukan dengan cara wawancara.

Dalam melakukan wawancara ini penulis mgengkan pedoman
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pertanyaan yang telah disiapkan sebelumesgauai dengan data
yang diperlukan, namun, disini pedomaertgnyaannya hanya
masalah pokok saja, sehingga respondensihmamempunyai
kebebasan dan wawancara tidak menjadiu kaehingga tidak
tertutup kemungkinan perluasan materi yadigelaraskan dengan
keperluan penulis (wawancara bebas terpimpin).
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh  dastudi
kepustakaan dengan cara melakukan penelitian leq@asst yang
bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-k@nsegori-teori,
pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrinrdolan asas-
asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok geahan yang
diteliti.?® Untuk itu, semua referensi yang bersifat umum roadghusus
digunakan dalam penelitian kepustakaan. Referemsunu adalah
seperti ensiklopedia, kamus dan buku-buku teks &argra sarjana,
sedangkan referensi khusus seperti putusan peagadiurnal
penelitian, laporan hasil penelitian dan majalatiah.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Data yang telah diperoleh, baik data primer maupata sekunder

terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data ysergpurna, lengkap,

28 peter MahmudPenelitian Hukum,Jakarta: Kencana Peranada Media Group, him.
155.
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dan valid. Selanjutnya data dikumpulkan, diselattan diklasifikasi
serta disusun secara sistematis sesuai dengan padtekelompok
pembahasan terhadap permasalahan.
. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun datairsker
dikelompokkan dan disusun secara sistematis. S#g@ data tersebut
dianalisis kualitatif yaitu data yang tidak merugakperhitungan dan
pengujian angka-angka, tetapi dideskriptifkan dengaenggunakan
data kualitatif dengan menggunakan metode dedudifu: kerangka
berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari damagybersifat umum
ke dalam data yang bersifat khusus dan data ygmeyaleh melalui
responden ditarik untuk menggambarkan populasiatengenggunakan
metode induktif yaitu kerangka berfikir dengan méakesimpulan dari
data yang bersifat khusus ke dalam data yang hersifnum.
Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diurag@rara sistematis
sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalafiang

dilaporkan dalam bentuk skripsi.
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BAB Il
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS | A

KOTA BENGKULU

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama

Pada zaman kesultanan Islam dan masa penjajahabapggama adalah
penghulu, yang merupakan cikal bakal hakif@adhi). Pengangkatannya
didasarkan atas keilmuan mereka di bidang agamam)slkesalihan dan
kepemimpinanny&’

Namun, pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agata masa itu
bercorak majemuk. Kemajemukannya amat bergantupgdeeproses Islamisasi
yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama bedvagalangan pesantren, dan
bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaid#tal |l yang hidup dan
berkembang sebelumnya.

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, makaakian Indonesia
pun mengalami perubahan. Hukum yang berlaku tidaky& hukum Hindu. Tetapi
juga hukum perdata Islam. Hukum perdata Islam iemmengaruhi berbagai
aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipkunh asli masih
menunjukan keberadaannya, tetapi hukum Islam tetesuk di kalangan
penganutnya terutama hukum keluaida.

Pada masa kesultanan Islam ini di setiap daerabebarbeda ragam

9 Cik Hasan Bisri, 199&eradilan Agama di Indonesidakarta: Raja Grafindo, him. 109.

%0 bid, him.113
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pengadilannya. Tetapi menunjukkan posisi yang saaitil sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan raja atau sultan. Batasan weg/&®engadilan Agama pada
saat itu meliputi bidang hukum keluarga, yaitu perkan dan kewarisan.

Pengintegrasian antara hukum adat dan hukum gyameaupakan penyelesaian
konflik yang terjadi secara alartti.

Pada masa penjajahan Belanda, campur tangan p&hetoionial terhadap
peradilan dilakukan dalam masa dan intensitas penigeda. Pada tahun 1830, di
Jawa dan Madura, oleh Gubernement Belanda Pengaitiiama di tempatkan di
bawah pengawasan pengadilan kolonial, ya#ndraad. HanyaLandraadyang
berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan bagi usputPengadilan Agama
dalam bentukExecutoire VerklaringPengadilan Agama tidak berwenang untuk
menyita uang dan merupakan satu-satunya pengaddédém bidang hukum
perseorangar.

Pemerintah kolonial membagi tatanan peradilan ndethijaa, antara lain
sebagai berikut :

1. Peradilan Gubernement, tersebar di seluruh daeraha-Belanda,

2. Peradilan Pribumi tersebar di luar Jawa dan Madyadyu keresidenan

Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, PalembammpgBilu, Riau,
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Timur, MBmdan Sulawesi,

Maluku dan di pulau Lombok dari karesidenan Balin daombok,

3 |bid, him. 115-116

32 |bid, him. 117
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Peradilan Swapraja, tersebar hampir di seluruhattaswapraja, kecuali
di Pakualam dan Pontianak.

3. Peradilan Agama tersebar di daerah-daerah tempétechelukan
peradilan Gubernement, di daerah-daerah dan merjadian dari
peradilan pribumi, atau di daerah-daerah swapraja rdenjadi bagian
dari peradilan swapraja,

4. Peradilan desa tersebar di daerah-daerah tempadoeiukan peradilan
gubernemert®

Pada awalnya pemerintah Belanda tidak mau mencaommsan Pengadilan

Agama. Tetapi, tahun 1882 dikeluarkan Staatsbla8218lomor 152 yang
mengatur bahwa Pengadilan Agama di Jawa dan Madilaksanakan di
Pengadilan Agama yang bernarRdes Terraadatau majelis pendeta. Terjadi
perubahan penting yaitu wilayah hukum yang dimibkeh Pengadilan Agama
seluas wilayah kabupaten dan menetapkan perkarg yammasuk dalam
lingkungan kekuasaannya seperti pemikahan, peatgramahar, nafkah,
kekuasaan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakafjagah dan baitul ni4l.

Kelemahan Pengadilan Agama pada masa penjajahand2elini ialah

Pengadilan Agama tidak mempunyai daya paksa. Kepotya masih
dipengaruhi olehLandraad (Pengadilan Negeri). Hal ini menimbulkan konflik
sehingga Staatblad 1882 Nomor 152 diubah - ditandeigan mengeluarkan

Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 mulai tanggalrll AB37 tentang Ketentuan

33 bid, him. 116

34 bid, him. 117
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Kewenangan Pengadilan Agama dan Pembentukan M#ehgadilan Tingkat
Banding yaitu Mahkamah Islam Tingtji.

Perkembangan Pengadilan Agama masa kemerdekaausklya pada masa
Orde Baru, sangat berarti ketika diundangkan d&ertdikukannya UU No. 1
tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diundangkatiyaNo.7 tahun 1989
tentang Pengadilan Agama dan mencapai puncalatikakindang-undang No.3
tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 diberlakukamdtintah memberikan
tempat kepada Pengadilan Agama sebagai salah safdilpn negara dalam
melaksanakan kekuasaan kehakiman. UU No. 1 tahu If.emperbesar
kekuasaan Pengadilan Agama, khususnya di bidakgyweran.

Aspek lain yang terkait dengan perkembangan Pelagadigama adalah
dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 190mpilasi Hukum
Islam merupakan bentuk-bentuk penyelesaian makakdragaman hukum dalam
melaksanakan tugas dan wewenang Pengadilan Agamsusiya di bidang
perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Pengadilan Agama Kota Bengkulu, pertama kali addap@mhun 1957.
Dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomdalén 1957 (LN, Nomor.
99 tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilama@#ahkamah Syari'ah di
Sumatera. Wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkatla pvaktu pembentukan
adalah Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Rejang Leb&afpupaten Bengkulu

Selatan, dan Kabupaten Arga Makmur. Hingga padantat960, dibentuklah

%5 bid, him. 119.
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cabang Pengadilan Agama dengan Keputusan MentamAgNo. 195 tahun
1960.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas | A Bengkuleliputi delapan
Kecamatan sekota Bengkulu, dengan rincian sebagiui

1. Kecamatan Gading Cempaka,
2. Kecamatan Teluk Segara,

3. Kecamatan Selebar,

4. Kecamatan Ratu Agung,

5. Kecamatan Ratu Samban,

6. Kecamatan Sungai Serut,

7. Kecamatan Kampung Melayu,

8. Kecamatan Muara Bangkahulu, dan
9. Kecamatan Singaran Pati.

Ketua Pengadilan Agama Kelas | A Bengkulu yang gmea kali adalah
K.H. Aminuddin Anas (1971-1977) dan mempunyai gefduesmi pada tanggal
23 Maret 1977 yang bertempat di JI. Basuki Rahnmagda pada saat ini. Adapun
susunan ketenagaan Pengadilan Agama Kelas | A Bengkda saat ini sebagai

berikut:
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Ketua
Wakil Ketua
Hakim

Panitera/sekretaris
Wakil Panitera

Wakil Sekretaris
Panmud permohonan
Panmud Gugatan
Panmud Hukum
Kasubag Kepegawaian
Kasubbag Keuangan
Kasubbag Umum

Panitera Pengganti

Jurusita

Jurusita Pengganti

: Drs. H. Thamzil, SH

: Drs.H. Osin Moh. Muhsin, S.H, M.Hum
1. Kamal Muktar, S.Ag
2. Drs. A. Sapuan

3. Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, SH
4. Drs. Ahmad Sahil

5. Drs. H. Salim Muslim
6. Nurmadi Rasyid, SH., MH
7. Rozali, BA, SH

8. Drs. Helmi, M.Hum

9. Drs. Kamardi, SH. MA
10. Sulaiman Tami, SH

: Anasrullah, S.H, M.H
: Dra. Leni Puspawati

: As'ad, SH

: Drs. Sarjono
: Fauziah, SH.
2 Yuli, S.Ag

: Megawati,SH
: Nurlaili, SH

Tuti Baheram, BA
Rosmawati, SH

Sri Andriani, SH
Rochmatun, S.Ag

Nilkhairi, S.Ag

Zuhri Imansyah, S.HI., M.HI

R

: Nurmaini, SH

1. Fitriansyah

2. Desy Gustiana, SH

3. Inge Amelia

4. Sarmia Riagusni, SH.
5. Rahmi Fitri, SH

6. Talidi, S. Ag., M. HI

7. Ardiansyah

8. Reza Sabhrizal, S. Kom
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B. Kompetensi Pengadilan Agama

Pasal 2 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentangkRadkok Kekuasaan

Kehakiman menyebutkan badan peradilan di bawah Brabk Agung, yaitu :

1.

2.

Peradilan Umum,

Peradilan Agama,

Peradilan Militer, dan
Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat didkap bahwa Peradilan

Agama adalah salah satu dari peradilan negarasamgalam menyelenggarakan

kekuasaan kehakiman yang merdeka (tidak terikdt sdsuatu golongan), dalam

melaksanakan tugasnya Pengadilan Agama mempungaindicam kekuasaan

yaitu :

1.

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006ngnt&engadilan
Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas beérwenang
memeriksa, merumuskan dan menyelesaikan perkakaspeti tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ;
a. Perkawinan,
b. Waris, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasahnkdmm Islam,
c. Wakaf, zakat, infaq dan sadagah,
d. Ekonomi syari‘ah.

Dalam masalah-masalah itulah yang menjadi tugas wewenang

Pengadilan Agama. Pasal 49 Undang-undang No. 3nt#@06 tentang
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Pengadilan Agama menjabarkan kompetensi absolugaddan Agama
sebagai berikut :
a. Perkara perkawinan,
1) Izin kawin,
2) Dispensasi kawin,
3) lzin poligami,
4) Pencegahan nikah,
5) Pengesahan nikah,
6) Pembatalan nikah,
7) Pengesahan nikah,
8) Penyelesaian harta bersama,
9) Gugatan perceraian,
10) Penguasaan anak-anak,
11) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupansolaimi kepada
bekas isteri.
12) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak,
13) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,
14) Pencabutan kekuasaan wali,
15) Penunjukan seorang wali oleh pengadilan dalamédialdsaan seorang
wali dicabut,
16) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anakby@ingh cukup
umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya,

17) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harteaatserak yang ada
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di bawah kekuasaannya,

18) Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkataberdasarkan
hukum Islam,

19) Putusan tentang hal penolakan pemberian ketanamgak melakukan
perkawinan campuran,

20) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang tergdodillem Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dabatkan menurut
peraturan lain.

. Perkara waris,

1) Penentuan siapa yang menjadi ahli waris,

2) Penentuan mengenai harta peninggalan,

3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris,

4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

. Perkara wasiat,

. Perkara hibah,

. Perkara wakaf,

Perkara zakat,

. Perkara infaq,

. Perkara sedegah,

Perkara ekonomi syari' ah :

1) Bank syari' ah,

2) Lembaga keuangan mikro syari'ah,

3) Asuransi syari' ah,
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4) Reasuransi syari' ah,

5) Reksa dana syari‘ah,

6) Obligasi dan surat berharga berjangka menengahagyar
7) Sekuritas syari‘ah,

8) Pembiayaan syari' ah,

9) Pegadaian syari‘ah,

10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah,

11) Bisnis syari‘ah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di ata&ompetensi absolut)
Pengadilan Agama, maka tugas dan wewenangnya ada@herima,
memeriksa dan mengadili perkara-perkara perddsamls

2. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama
Kompetensi relatif juga sering disebut sebagai wemg relatif.
Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan rmdgingantara
pengadilan yang serupa tergantung dari tempat dlnggrgugat. Dalam hal
mengenai kompetensi relatif atau kewenangan reRgifigadilan Agama,
tidak diatur secara lengkap, sehingga Pengadilaamagmerujuk kepada
Undang-Undang yang berlaku pada pengadilan umumwyéiang relatif
pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilag sarupa, tergantung
dari tempat tinggal Tergugat, sebagai berikut :
a. Gugatan diajukan pada Pengadilan Agama tempatainbgrgugat atau
tempat kediaman Terguggtké Tergugat diketahui tempat tinggal atau

tempat kediamannya).

42



b. Jika Tergugat terdiri dari dua orang atau lebihkan®enggugat boleh
memilih untuk mengajukan gugatannya kepada salaln Bangadilan
Agama kompetensi relatifuya meliputi tempat kediamatau tempat
tinggal salah seorang dari Tergugat,

c. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggdhua tempat
kediamannya, maka gugatan dapat diajukan denganilimerara-cara
sebagai berikut :

1) Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang ldderaumnya
meliputi salah satu tempat kediaman atau tempggainTergugat,

2) Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang lddereumnya
meliputi tempat kediaman atau tempat tinggal Pegagu

3) Dalam hal barang tetap, maka gugatan boleh diajukapada
Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi nigargetap
tersebut,

4) Apabila pihak-pihak yang berperkara telah bersepakéuk memilih
salah satu Pengadilan Agar(ekta), maka gugatan itu dapat diajukan
kepada Pengadilan Agama yang termaktub dalam eideliut.

C. Asas-asas Umum Pengadilan Agama
Asas adalah prinsip-prinsip umum yang mendasarelidashan hukum.
Asas-asas tersebut berfungsi sebagai landasandg@waemangat yang mengikat

semua segi penerapan undang-undang Pengadilan Agasag-asas umum
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Pengadilan Agama itu terdiri d3f

a) Asas personalitas keislaman
Asas personalitas keislaman ini adalah suatu asag ynengatur
tentang orang-orang yang berperkara di Pengadilgan¥a adalah orang
beragama Islam dan perkara-perkara yang masuk ka Rengadilan Agama
adalah perkara perdata tertentu yang bersifat daeesh, yaitu masalah
perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan sataq
b) Asas kebebasan
Peradilan Agama mempunyai kebebasan (merdeka) dalam
melaksanakan wewenangnya baik itu berupa penentu&am maupun
mencari hukum. Pengadilan Agama merupakan pengatiilgkat pertama
yang kekuasaanya di bawah Mahkamah Agung. Dalamakseshakan
tugasnya terlepas dari pengaruh dari badan-badanlsan.
c) Asas wajib mendamaikan
Dalam perkara perceraian, jika hakim tidak berusaiauk
mendamaikan kedua belah pihak, maka pengadilarkainganding, atau
tingkat kasasi menyatakan batal demi hukum.
4. Asas kesederhanaan, cepat dan biaya ringan
Dalam hal ini dijelaskan bahwa "peradilan dilakukalengan
sederhana cepat dan biaya ringan". Pengadilan nmmbzara pencari
keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengaggaa seambatan dan
rintangan untuk mencapainya peradilan yang sederheepat dan biaya
ringan.
5. Asas persidangan terbuka untuk umum
Tujuan utama asas ini adalah menjamin terlaksanpayadilan yang
jujur, tidak memihak, adil dan benar-benar menketentuan hukum yang
berlaku dengan cara meletakkan persidangan di bperaidangan umum.
Asas ini membolehkan siapapun untuk menghadirigergeersidangan
pada waktu pemeriksaan dilaksanakan kecuali dalamepksaan perkara
perceraian.
6. Asas legalitas
Menyatakan peradilan mengadili menurut hukum, dengaak
membedakan orang-orang. Terdiri dari dua asas aebagkut :
a) Asas legalitas
Dimaksudkan semua tindakan hakim di dalam melaksanfungsi
dan wewenang peradilan harus selalu sesuai dendamh Pemanggilan,
penyitaan pemeriksaan di persidangan, perumusarsgutdan eksekusi
tidak boleh berada di luar kemauan hukum.
b) Asas equality
Menghendaki persamaan hak dan kedudukan setiag dranuka

% pengadilan Agama Bengkufelas 1 A,_http://www.pa-bengkulukota.go.idiakses pada 22
November 2013, Pukul 23.00 WIB.
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hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
7. Asas aktif memberikan bantuan
Dalam persidangan hakim selaku pemimpin dalam gengian
mengatur tata tertib dalam menentukan hukumya. rilad@nantiasa aktif
memberikan bantuan kepada para pihak yang memhanufdntuan.
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas | A BengkuluMengenai
Hubungan Keperdataan Antara Anak Dengan Orang Tua [&ri Perkawinan
Bawah Tangan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974Tentang

Perkawinan.

Menurut UU No. 1 tahun 1974 pengertian pernikalhdadah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wani@gaelkuami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang baltg kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada hakekatnya perkavadalah ikatan lahir
batin manusia untuk hidup bersama antara seoraaglgn seorang wanita untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, baldan sejahtera dengan
tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah me@erugenerasi-generasi
keluarga mereka. Adapun secara umum makna-makra tgakandung dalam
UU No. 1 tahun 1974, yaitu:

a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yarwdia dan kekal.
Untuk itu suami isteri perlu saling membantu darlemgkapi agar masing-
masing dapat mengembangkan pribadinya, membantamdahencapai
kesejahteraan spiritual dan material.

b) Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatuamerian adalah sah

bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agga dan
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kepercayaannya itu, dan di samping itu, tiap-tiagkawinan harus dicatat
menurut perturan perundang-undangan yang belakucafsan tiap-tiap
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatastivpaiperistiva

penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kalahikematian yang
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suaturegtai yang juga dimuat
dalam daftar pencatatan.

c) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanghilapdikehendaki
oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agamaaagi bersangkutan
mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lelsih seorang. Namun
demikian, perkawinan seorang suami dengan lebil skwrang isteri,
meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yaregsangkutan hanya
dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persgaratertentu dan
diputuskan oleh Pengadilan Agama.

d) Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calonasusteri itu harus siap
jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawiagar supaya dapat
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa kbgradengan
perceraian, dan mendapat keturunan yantg baik elaat,suntuk itu, harus
dicegah adanya perkawinan antara calon suami e masih di bawah
umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan a®engasalah
kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelalyiaaug lebih tinggi,
harus dicegah terjadinya perkawinan antara calamsisteri yang masih di
bawah umur. Sebab, batas umur yang lebuh rendahskagang wanita

untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang Heltinggi, jika
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dibandingkan dengan batas umur yang lebih tingghitbungan dengan itu,
maka Undang-udang Perkawinan ini menentukan batas untuk kawin
baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahagilpria dan 16 tahun
bagi wanita.

e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentukakgh yang bahagia
dan kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ingamer prinsip untuk
mempersukar tejadinya perceraian. Untuk memung&nograian harus ada
alasan-alasan tertentu (Pasal 19 PP No. 9 tahus) $8na harus dilakukan
di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang IseamR&ngadilan Negeri
bagi golongan luar Islam.

f) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang denganldrakedudukan suami
baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam aplkmg
bermasyarakat, sehingga dengan demikian segalatgsedalam keluarga

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suaeni. ist

Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakeakna harus
memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakata Sngan berbagai
macam alasan yang bisa dibenarkan perkawinan sdifalgkan dalam berbagai
macam model seperti kawin lari, kawin di bawah tandan juga kawin kontrak
sehingga munculah kawin yang sekarang paling popuenasyarakat
menyatakan perkawinan di bawah tangan. Perkawinag jidak dicatatkan ini
adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan atagama atau adat istiadat

dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencataileahr( KUA).
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Perkawinan di bawah tangan biasanya dilakukan dibea tokoh
masyarakat atau ustads sebagai penghulu, atawgaaygng dilakukan secara
adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kegakiak yang berwenang untuk
dicatatkan sesuai dengan ketentuan UU No. 1 taBidd pada Pasal 2 ayat (2)
yang berbunyi “tiap-tiap Perkawinan dicatat menupdraturan perundang-
undangan yang berlaku”.

Sesuai dengan judul penelitian penulis pendapaimhaRengadilan
Agama Kelas | A Bengkulu mengenai hubungan kepeataintara anak dengan
orang tua dari perkawinan bawah tangan menurut WU INtahun 1974, maka
penulis melakukan wawancara dengan beberapa hakigaBilan Agama Kelas
1 A Bengkulu yang menjadi sampel dalam penelitiastapun hasil wawancara
penulis dengan beberapa hakim sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Kamal afukf,
menjelaskan hubungan keperdataan antara anak demgag tua dari nikah
bawah tangan menurut UU No. 1 tahun 1974, secaamaganak tersebut
mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, &anemurut agama sah,
tetapi menurut UU No. 1 tahun 1974 tidak sah katelzk tercatat.

Apabila anak itu dilahirkan dari perkawinan yatigak tercatat pada
Kantor Pencatatan Perkawinan, maka akan suwsdéhk mengurus masalah
administrasi anak, misalnya dalam mengurus Adgdahiran si anakPasca
Keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 Terhadap Persodlaak dari

perkawinan di bawah tangan. Pasal 43 ayat (1) UU NBahun 1974 tentang

3" Hasil wawancara pada tanggal 25 September 2013.
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Perkawinan yang menyatakan Anak yang dilahirkam prkawinan di bawah
tangan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya tzardee ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikawlabarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurutrhukempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengamgeeymhnya”. Dengan
putusan ini maka anak perkawinan di bawah tangan maticap hak-hak
keperdataan dari ayah biologisnya, antara lain biay@phiakta lahir, perwalian,
hingga warisan. Selanjutnya Dengan dikeluarkannya antusahkamah
Konstitusi Nomor 18 /PUU-XI/2013PUTUSAN Nomor 18 /PUU-XI/201
terhadap salah satu perubahan terhadap UU No.23/20G6deAdministrasi
Kependudukan yaitu adanya pengesahan anak dari pegtadimawah tangan.
Maka salah satu alasan perubahan itu yakni untuk melgndhak perdata anak.
Sebab tak adil bila anak hasil pernikahan sah menurut agapn®elum tercatat
kemudian tidak diakui negar®ijelaskan pula, dengan adanya putusan MK
tersebut, dapat mempermudah dan meringankan warggaraksat yang akan
membuat akte kelahiran, khususnya yang melampui batastahun. Sebab
untuk membuat akte kelahiran tersebut, warga masyarakap anenghubungi
kelurahan dan kecamatannya masing-masing.

Beliau®, menjelaskan idealnya jangan memisahkan antara aturaragam
dengan UU No. 1 tahun 1974 karena dasar negara kipp&tama ketuhanan
Yang Maha Esakarena merujuk pada UU No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (

dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakeleaurut hukum

*® Hasil wawancara pada tanggal 25 September 2013.

50



masing-masing agamanya dan kepercayaannya itubdethsarkan Pasal 2 ayat
(1), perkawinan di bawah tangan tersebut sah menagama. Beliail
menambahkan apabila merujuk ke Pasal 2 ayat (PHiap Perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berladaka perkawinan di
bawah tangan tersebut tidak sah menurut UU yan¢pkerkarena secara
administrasinya perkawinan di bawah tangan terséibdak didaftarkan oleh
lembaga yang berwenang menurut ketentuan UU yamigkibe Selanjutnya
beliaf® menerangkan dampak positif Putusan MK No.46/PUU/ROIO
menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tah@@4 lyang
menyatakan”’Anak yang dilahirkan dari perkawinan bdiwah tangan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan gelilawmnya" bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukurengikat sepanjang
dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan-ldkiki yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan telgnalan/atau alat bukti lain
menurut hukum ternyata mempunyai hubungan daradgselyahnya, sehingga
ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan gerkawinan di bawah
tangan mempunyai hubungan perdata dengan ibuny&edaarga ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dikaktiberdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat buktif@nurut hukum mempunyai

hubungan darah, termasuk hubungan perdata denfyemdee ayahnya”.

** Hasil wawancara pada tanggal 25 September 2013.

** Hasil wawancara pada tanggal 25 September 2013.
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Dapat disimpulkan tujuan dari Putusan MK No. 46/RPUN/2010 hanya
untuk melindungi status anak tersebut bukan metigdperkawinan di bawah
tangan. Sebagaimana diketahui anak yang lahiradi Rerkawinan atau sebagai
akibat hubungan suami isteri yang tidak sah, hamgapunyai hubungan nasab,
hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungararieam dengan ibunya
serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/balaaki (genetiknya), kecuali
ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mehda hak dan
kewajibannya menurut hukum Islam. Perkawinan didfawangan tidak dapat
mengingkari adanya hubungan darah dan keturunamsaayah biologis dan si
anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami égé&h tidak sah menjadi wali
untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika atekebut kebetulan anak
perempuan. Jika anak yang lahir di luar pernikatemsebut berjenis kelamin
perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan, mvakanikah yang
bersangkutan adalah wali Hakim, karena termasulonkebk yang tidak
mempunyai wali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Kanfdrdinenjelaskan
mengenai hubungan keperdataan antara anak dengiag tola dari perkawinan
di bawah tangan menurut UU No.1 tahun 1974 tent@adkawinan bahwa
setelah dikeluarkan nya putusan MK No. 46/PUU-2D0 anak yang dari
perkawinan dibawah tangan ini menjadi diakui, dendaakui anak tersebut

maka mempunyai hubungan keperdataan misalnya dsdnvaris. Di samping

*! Hasil wawancara pada tanggal 25 September 2013.
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mempunyai hubungan keperdataan seperti itu adamay@ng membatasi seperti
dalam waris diperbolehkan, hak asuh anak, akampiteeandainya bapak dari
anak tersebut berprofesi sebagai pegawai negdri @DIS) maka dalam aturan
pegawai negari sipsil tersebut menjelaskan analg yga dimasukan di dalam
daftar gaji itu hanya anak yang resmi. jadi anak garkawinan resmi dan
perkawinan di bawah tangan serta anak zina itk sd&.

Nikah siri merupakan cara nikah zaman dulu, yaikamm yang dilakukan
secara sah oleh penghulu, wali, dan saksi yang jdeEn betul-betul atas
persetujuan kedua belah pihak calon pengantin. Bedaikah siri tidak disertai
surat-surat resmi dan terdaftar di negara ini.

Dewasa ini, nikah siri diplesetkan untuk menghaalkubungan, walau
tanpa izin orangtua. Akibatnya, jika anak muda ssimpelakukan hal tersebut,
akan sama dengan kumpul kebo, dosa menjadi lelbiyakadan membuat susah
kaum hawa yang menjalaninya

Bahwa dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 meniitkba
konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar néadad bapak biologisnya;
adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikahbdpak biologisnya, baik
dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainyairiiéntunya berlaku apabila
terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmengetahuan dan teknologi
seperti : tes DNA dan lain sebagainya yang mengatdiahwa benar anak
perkawinan di bawah tangan tersebut memiliki hulbandarah dengan laki-laki

sebagai ayah biologisnya tersebut. Dalam hal mhbutea kesempatan bagi para
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anak perkawinan di bawah tangan untuk mendapatkkmafkah, waris dan lain
sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim H&mienjelaskan hakim
tentu berpendapat sesuai dengan UU No.l1 tahun 18&Ka status anak dari
perkawinan di bawah tangan tersebut tidak diakuiung peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Belfdumenambahkan sepanjang perkawinan itu benar
memenuhi syarat dan rukun, maka perkawinan tersehbi tetapi secara
administrasi tidak dicatatkan di lembaga yang beamg menurut UU No. 1
Tahun 1974 akibatnya tidak diakui oleh negara. Apamak dari perkawinan di
bawah tangan tersebut berurusan dengan negarandenstatusnya maka anak
tersebut tidak sah. Karena pengadilan merupakah satu lembaga negara yang
berwenang dalam penyelesaian berbagai perkarapangangkut perkawinan.
Selanjutnyan beliad* menerangkan karena pengadilan menjalankan pematura
yang berlaku yaitu UU No.1 tahun 1974, tetapi secagama anak tersebut
mempunyai hubungan keperdataan, kecuali anak hesil tidak diakui sama
sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim R&Zatienjelaskan UU
No.1l tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan, “Reréa adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanyakeéaercayaannya itu.”

** Hasil wawancara pada tanggal 26 September 2013.
** Hasil wawancara pada tanggal 26 September 2013.
* Hasil wawancara pada tanggal 26 September 2013.

** Hasil wawancara pada tanggal 27 September 2013.
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Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) ini, disebutldwvh tidak ada perkawinan di
luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaatnnyni berarti bahwa
dalam bidang perkawinan, hukum agama, termasukrhuglam telah mendapat
kekuatan yuridis dan materiil. Hal tersebut seslgsmigan maksud Pasal 29 ayat
(2) UUD 1945 dimana digariskan bahwa: “Negara mamakemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-magamguntuk beribadat
menurut agama dan kepercayaannya itu. Bahwa yangkdud dengan hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dekmdetentuan
perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agantan kepercayaannya
itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak dit@muain dalam undang-undang
ini. Kemudian Pasal 2 ayat (2) menegaskan, “Tiap-tPerkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlakarfiudian PP No.
9/1975 Pasal 2 ayat (1) menerangkan, “pencatatam wm@reka yang
melangsungkan perkawinan nenurut agama Islam, ulitak oleh Pegawai
Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undamgpm32 tahun 1954
tentang pencatatan Nikah ,Talak dan Rujuk”. Béfiaxenambahkan sehubungan
dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 talad tersebut, hingga kini
kalangan teoritisi dan praktisi hukum masih benglapendapat tentang
pengertian yuridis sahnya suatu Perkawinan.

a) Bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanys im@menuhi Pasal 2

ayat (1) UU Perkawinan tersebut, menyatakan peri@wya telah

*® Hasil wawancara pada tanggal 27 September 2013.
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dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam sesamgpurna (memenuhi
rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yang umumnygaghiap standar oleh
dunia Islam. Mengenai pencatatan nikah oleh PRIgkkah merupakan syarat
sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban adminstraj#.s

b) Bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi katemtU Perkawinan
Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dar{Zyatengenai pencatatan
nikahnya oleh PPN secara simultan. Dengan demiketentuan ayat (1) dan
ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, buii@rnatif. Karena itu,
Perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan $garilslam tanpa
pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagaawirkn yang sah.
Perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakusyaPerkawinan secara
efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan ebtperkawinan di bawah
tangan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim A. Safjuarenerangkan
perkawinan di bawah tangan tersebut merupakan qexkawinan yang sah,
kareana bertitik tolak pada UU No. 1 tahun 1974aP2 ayat (1) menyatakan,
bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan mehukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu. Maka perkawinanvdatbaangan tersebut sah
menurut agamannya dengan ketentuan tata caranyamuolimsyarat hukum
agamanya. Hanya saja Pasal 2 ayat (2) menyatakamntidp perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang be#akay pun tidak dicatatkan

bukan berarti perkawinan di bawah tangan tidak leaena telah dilakukan

* Hasil wawancara pada tanggal 27 September 2013.
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menurut peraturan agama. Jadi anak yang sah ddndadh kedudukannya sama
terhadap orang tua.

Maka warisnya dibuktikan bukan adanya buku nikédu adicatatkan
tidaknya perkawinan tersebut di lembaga pengadiksalkan perkawinan
tersebut ada saksi pada waktu nikah tersebut danwadinya. Sedangkan
menurut pandangan hukum positif, anaknya hanya meya hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Bahwa di dalam UU No. 1 tahun 1974, menganut asasgami, tetapi
tidak menutup kemungkinan bagi suami yang diizinkégh agamanya untuk
memiliki lebih dari satu isteri, dimana untuk dampa¢laksanakan perkawinan
tersebut harus menjalani prosedur-prosedur tertelatu mempunyai alasan-
alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undarefy &hrena asas dalam
perkawinan bahwa perkawinan adalah bertujuan umtekbina rumah tangga
yang bahagia, kekal sehingga undang-undang mentipdsagi suami untuk
mempunyai isteri lagi dengan alasan-alasan yang ket@api kenyatannya asas
ini disalahgunakan dengan perkawinan di bawah taragmlah sah menurut
agama, sehingga saat ini fenomena perkawinan dalbasngan sudah menjadi
alat pembenar bagi suami untuk beristeri lagi kaianggap tidak berzinah.

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yidag tilakukan di
hadapan pegawai pencatat nikah, namun dianggameahrut hukum agama
(untuk menghindari zina), dengan kata lain perkawintu tidak dicatatkan
secara resmi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pagak (2) UU No. 1 tahun

1974, yang menyatakan: Tiap-tiap Perkawinan dicategnurut peraturan
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perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga mérkompilasi hukum

islam, Pasal 5, yang menyatakan:

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakalam setiap
Perkawinan harus dicatat.

2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1),udtdek Pegawai Pencatat
Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 tat@d6 jo Undang-
Undang No. 32 tahun 1954.

Mengenai status anak yang lahir dari perkawinapasiiah tangan, maka
apabila perkawinan itu diartikan menurut terminolofigh (nikah yang
dirahasiakan atas permintaan suami), maka menuakunh Islam, anak
mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sebak,yang lahir dari
hubungarsyibhahsaja ditetapkan nasabnya kepada bapak, apaldgivpean di
bawah tangan yang termasuk nikah yang dipersedisiitioleh dan sahnya” oleh
para ulama. Karena itu, nikah sirri itu dianggapatdfasad yang ringan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara denganrégdepasangan
yang melakukan perkawinan di bawah tangan yand tdigentukan dalam
sampel penelitian yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putrdbdahintang *®,
menjelaskanmereka telah melangsungkan perkawinan di bawajataselama 3
tahun terakhir menurut meraka perkawinan di bavaagdn sah karena di dalam

Islam nikah tidak dilarang asalkan memenuhi sydaat ketentuan yang berlaku

*® Hasil wawancara pada tanggal 24 September 2013.
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di dalam hukum Islam. Bapak putra menerangkan balavamelakukan
perkawinan di bawah tangan karena tidak ada kehasaio dalam rumah tangga
sebelumnya, jadi ia lebih memilih untuk melakukankawinan di bawah tangan
dan demi memikirkan nasib anaknya apabila terjatdcgraian dari pernikahan
sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengankBépaan dan Ibu
Lena *°, menerangkan mereka melakukan perkawinan di baarsjan dengan
alasan administrasi bahwa seorang suami itu tiddéh mempunyai seorang
isteri lebih dari satu. Kalau mau beristeri lagi harusndapat izin dari
pengadilan, serta keduanya atau salah satu pasangsih oelam ikatan
dinas yang tidak boleh untuk menikah, sebelum mdsdan dinasnya habis.
Menurut mereka perkawinan di bawah tangan sah-sah dilgleukan asal
memenuhi syarat dan ketetuan perkawinan di bawahamtandari pada
melakukan zina. Selain itu, menurut agama nikah betsedak dilarang asal
dihadiri oleh para saksi-saksi kedua belah pihak dibadiri oleh wali dan di
hadiri oleh penghulu.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan BapakaRdan Ibu
Linda °°, menjelasakan kenapa mesti malu melakukan perkawindrawiah
tangan karena perkawinan ini sah, menurut agama sksugan UU No.1 tahun

1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan, “Perkawinan addktagabila dilakukan

* Hasil wawancara pada tanggal 24 September 2013.

*% Hasil wawancara pada tanggal 25 September 2013.
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menurut hukum masing-masing agamanya dan keperuayaaitu. Bapak

Rahmat' menerangkan mereka melakukan tidak mendaftarkemikp@annya

ke kantor agama, karena terbentur olptoses administrasi yang berbelit-

belit. Yang terpenting dalam melakukan perkawinan didbat&angan yaitu:

1) Adanya persetujuan dari isteri sebelumnya.

2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperhidupisteri-
isteri dan anak-anak mereka.

3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadegpi-isteri dan
anak-anak mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Igbal dari, Y&ryang
pernah melakukan perkawinan di bawah tangan menuenéka perkawinan
yang mereka lakukan sah-sah saja, karena perkawaramn mereka lakukan di
dasari rasa saling cinta. Dan tidak bertetangan desggmma mereka.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapato Ykbar
dengan Sulis Rahayd,menerangkan bahwa menurut mereka perkawinan yang
mereka lakukan merupakan perkawinan yang sah kapemeawinan yng
mereka lakukan di dalam islam sah karena sesugadesyariat islam. selain
itu juga perkawinan di bawah tangan menjauhkn dabysg¢an zina.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa meskipun secanaaagph, yang

menjadi permasalahan apakah kedudukan dan hak istariadak yang

*! Hasil wawancara pada tanggal 25 September 2013.
> Hasil wawancara pada tanggal 26 September 2013.

>* Hasil wawancara pada tanggal 26 September 2013.
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dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan mendamatindungan hukum
terhadap hak-hak dan kepentingannya apabila dikexmudari berpisah atau
meninggal dunia suami/isteri. Perkawinan di bawtngan banyak sekali
mendatangkan kerugian daripada kebaikan terutéenldadap anak yang
akan dilahirkan. Apabila anak itu dilahirkan dari perkeam yang tidak tercatat
pada Kantor Pencatatan Perkawinan, maka akaah sustuk mengurus
masalah administrasi anak, misalnya dalam mesgukkta Kelahiran si
anak. Karena, dalam perkembangan dewasa ini baleyabaga pendidikan
dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, tetabnetapkan
adanya akta kelahiran sebagai salah satu syanm#t diterima di lembaga
pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan dalama akelahiran akan
mencantumkan dengan jelas tentang hari, tanggdgn bdan tahun
kelahiran serta ditegaskan pula nama orang tuanya wnaeighirkan dan
juga hubungan orang tuanya, apakah sebagai suami ysteg sah atau
tidak.

Hak-hak Anak Dari Perkawinan Di bawah Tangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Kamal MuRfar
menjelaskan karena anak yang lahir perkawinan di béavegan hanya memiliki
hubungan dengan ibunya, maka anak tersebut tidak meimakiapapun dari
ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agamgpun hukum

nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) denganldkkiyang

>* Hasil wawancara pada tanggal 25 September 2013.
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merupakan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, anak merkawian dibawah
tangan tidak memperoleh hak-hak materil dan moaihgy semestinya harus
diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya, sepaktpbmeliharaan, hak nafkah,
hak perwalian nikah bagi anak perempuan, dan Halggaewarisi ketika terjadi
kematian.Beliau’> menambahkan dampak negatifnya putusan Putusan MK N
46/PUU-VIII/2010 dinilai melanggar ajaran Islam d&tanan hukum Islam.
Hukum Islam menyatakan bahwa, status anak perkawghabawah tangan
dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya aderapak zina dan
anakli'yan, oleh karena itu, maka mempunyai akibat hukum selsegéut: a)
tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anakhatlya mempunyai
hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wagmberikan nafkah
kepada anak itu, namun secara biologis ia tetagngaa Jadi, hubungan yang
timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secararhuk) tidak ada saling
mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasabpakaru salah satu
penyebab kerwarisan, ¢) bapak tidak dapat memjatiibagi anak di luar nikah.
Apabila anak perkawinan di bawah tangan itu kebhetgskeorang perempuan dan
sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak ketimkahkan oleh bapak
biologisnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Kam&rdmenerangkan
bahwa istilah perkawinan di bawah tangan muncelaetUU No. 1 tahun 1974

berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. &erkan di bawah tangan pada

> Hasil wawancara pada tanggal 25 September 2013.
*® Hasil wawancara pada tanggal 25 September 2013.
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dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukemurut hukum. Nikah

menurut hukum adalah yang diatur dalam UU Perkawilengan demikian,

dapat dirumuskan, bahwa perkawinan di bawah tangdah nikah yang

dilakukan tidak menurut hukum. Nikah yang dilakukatak menurut hukum

dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai dkilodkum, berupa pengakuan
dan perlindungan hukum, maka anak tersebut tidakihke hak apapun dari

ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukuamagmaupun hukum
nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasa®ngan laki-laki yang

merupakan ayah biologisnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Helfibahwasanya
ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974Jaegdengan teori fikih, dan
juga sejalan atau paling tidak, tidak bertentangmmgan UUD 1945 khususnya
Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28aD (4). Namun, tampaknya
kesimpulan ini berbeda dengan pendapat Mahkamah stkasi yang
menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974ertangan dengan UUD
1945, karena menutup hak anak yang lahir di luakgvénan atas adanya

hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga aahny

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Rda%alimenerangkan
bahwa anak yang lahir dari perkawinan di bawah daanganya memiliki

hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluargayabwKarena sistem

>’ Hasil wawancara pada tanggal 26 September 2013.

*® Hasil wawancara pada tanggal 27 September 2013.
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hukum Indonesia tidak mengenal istilah ‘perkawirdinbawah tangan’ dan

semacamnya serta tidak mengatur secara khusus dsgdomh peraturan.

Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan ibpgrkawinan yang tidak

dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuleinken undang-undang

yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawiang diatur dalam UU

No.1 tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2). Perkawinbavwhh tangan yang dikenal

masyarakat saat ini, sebagaimana disebutkan di atasicul setelah

diundangkannya UU No.1 tahun 1974 dan dikeluarkari®® No. 9 Tahun 1975

sebagai pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974. Setgmjutbeliau >

menambahkan, bahvekibat hukum tidak dicatatnya Perkawinan, yaitu :

1) Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinarkwli@n menurut agama
dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinsebté¢ dianggap tidak
sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama &tantor Catatan Sipil.

2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibukdlarga ibu.
Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atawskpwinan yang tidak
tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga @amgmpunyai hubungan
perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 4@atndang-Undang
Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayatalada.

3) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan aaris
Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak teatatdalah, baik isteri

maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinasebait, tidak berhak

>® Hasil wawancara pada tanggal 27 September 2013.
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menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Dapat dipahami bahwa harta yang didapat dalam panka di bawah
tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang mesdkannya, karena tidak
adanya harta gono-gini / harta bersama dalam pénkavdi bawah tangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakimSapuar’® menjelaskan
perkawinan dianggap sah bila memenuhi rukun semsat Perkawinan yang
ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masinggn@yarat materil dalam
Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974). perkawinarharus dicatatkan pada
instansi yang berwenang untuk itu sebagaimana deksal 2 ayat (2) UU No.1
tahun 1974 yang menegaskan, bahwa tiap-tiap pemkawnesti dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku (syamaiaf). Konsekwensi dari
perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat huksaperti hak dan
kewajiban suami isteri, harta perkawinan, hubungaubal balik antara kedua
orang tua dengan anak (nasab), kewajiban pemdihanak (hadhanah), dan
kewarisan.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ddalaak sah, memiliki
hubungan keperdataan secara sempurna dengan keshgatoeanya, berupa hak
nasab (garis keturunan kepada ayah), hak pemematflezh dari orang tua, hak
pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), hak safiegarisi, hak perwalian
nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak letpardlainnya Pasal 42 UU
No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Inpres. Nomor 1 t&lfifi tentang Kompilasi

hukum Islam. Persoalannya, Pasal 2 ayat (1) UU NMdntahun 1974 hanya

* Hasil wawancara pada tanggal 27 September 2013.
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menyatakan bahwa “Perkawinan yang tidak sah ad®&atkawinan yang
dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agamaign kepercayaannya
itu”. Sama sekali tidak ada hak dan kewajiban y&andpul dari perkawinan
tersebut, karena memang secara hukum perkawinaebtédrtidak ada. Maka
tidak addegal standingoagi masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan
kelalaian kewajiban terhadap suatu pihak tertentu.

Dengan demikian, anak yang lahir di luar syaramfbisejalan dengan
hukum nasional Indonesia selama ini (Pasal 43 &yptUU 1/1974), tidak
memiliki hak dari ayahnya. Karena, anak yang lakikawinan di bawah tangan
hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka daahalyiologisnya anak
tersebut tidak memiliki hak apapun yang bisa dilgdnoya, karena secara hukum
baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidakilke pertalian darah
(nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah bishyg. Dari sinilah anak
perkawinan di bawah tangan tidak memperoleh hakrhateril dan moril dari
ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkahpkakalian nikah bagi anak
perempuan, dan hak saling mewatrisi.

Pasca Keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 Terhadapo&ean
Anak Luar Kawin.Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Rénka
yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar pevinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibuniglik memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkamiimgén perdata dengan laki-
laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu perfyeaa dan teknologi dan/atau

alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyabungan darah sebagai
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ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Am@adg dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibdanykeluarga ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dikakti berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti faémurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dendaardee ayahnya”. Dengan
putusan ini maka anak perkawinan di bawah tangamdapatkan hak-hak
keperdataan dari ayah biologisnya, antara lainabiaiglup, akta lahir, perwalian,
hingga warisan.

Dampak negatif lainnya hadir dalam segi teknis dengdanya putusan
MK ini, maka keadaan itu semua berubah. Diakuinyakgperakwinan dibawah
tangan (hasil biologis) sebagai anak yang sah thek@an mempunyai hubungan
waris dengan bapak biologisnya. Hal ini berakihdamdanya hubungan waris.
Jadi, si anak berhak atas warisan ayahnya terskiuentu saja merepotkan
pembagian warisan yang dilakukan oleh notaris. kKrtdrsebut menimbulkan
masalah apabila warisan sudah terlanjur dibagilgra#ta anak yang sah dari
perkawinan. Lalu tiba-tiba muncul anak perkawinanbdwah tangan yang
smengklaim dan membawa bukti bahwa dia juga anelodis dari pewaris.
Selain itu, berdampak kepada jual beli harta warisaisalnya berupa tanah.
Kekhawatiran lain misalnya suatu waktu dalam pertdsuékta Jual Beli, tetapi
tiba-tiba datang anak luar kawin yang menuntut fkanmerasa mempunyai hak
waris.

Apabila kita bertitik tolak dari pengertian, rukusyarat serta akibat

yang ditimbulkan dari suatu perkawinan. Bahweerkpwinan yang
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dilakukan oleh seorang pria dengan seorang perempuan seaa&ed liangan,
materiil sudah dipenuhi persyaratan perkawinamung hukum Islam, tetapi
formal yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuang ydiatur oleh UU
No.l tahun 1974 dan peraturan pelaksanaanya. Ma&gawinan yang
dilakukan di bawah tangan, dengan sendirinya seedsplisit, materiil
menurut Hukum Islam adalah sah, tetapi formil yuriddak sah (batal),
sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (difasidkan).

Kedudukan hukum anak menurut UU No.1 tahun 197Agsmana
dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 berbatyvh : Perkawinan
adalah sahapabila dilakukan menurut hukum masirgagniaagamanya dan
kepercayaannya itu. Serta dicatat sesuai dengan @eraperundangan yang
berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan beberappesadi atas
bahwa kedudukan hukum anak menurut hukum Islam apadibk sudah
dilahirkan, maka secara otomatis akan menimbulkan skevajiban yang
dibebankan kepada pihak orang tuanya untuk mematifafmengasuhnya
mulai dari kecil sampai dewasa. Dengan demikian, ¢tekian hukum anak
menurut hukum Islam, bahwa anak itu sah apabila di@hidalam suatu
perkawinan yang sah pula.

Kedudukan anak-anak dari perkawinan di bawahgaandalam hal
haknya mendapatkan posisi penuh karena anak teradbaidh manusia yang
memiliki hak sebagai subjek hukum. Hak tersebut harysemnehi walaupun

dalam segi hukum anak tersebut tidak dilahirkan dgdenkawinan yang sah.
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Dalam halini, lebih diutamakan adalah asas kemanusiaan yans ligenuhi.
Kedudukan anak tersebut dalam hal perwalian, apabi& &rsebut belum
cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka anasebtdr harus
diwakilkan oleh ibu kandungnya walaupun seharusnyahrapa yang
mewakilkannya. Dalam pernikahan bawah tangan pewdtbih dekat ke ibu

kandungnya.
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